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ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PASAL 4 

AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. OPR 

 

Anis Wahyu Cahyaningtias 

2115613096 

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali) 

 

ABSTRAK 

 

 CV. OPR merupakan sebuah perusahaan kecil di bidang jasa konstruksi 

yang mengalami keterlambatan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) 

hingga Desember 2023. Akibatnya, perusahaan dikenai tarif pajak 4% karena 

dianggap tanpa kualifikasi, namun perusahaan menggunakan tarif lama 1,75%. Hal 

ini menyebabkan deviasi kekurangan bayar pajak sebesar Rp 39.375.828,00 yang 

menyebabkan adanya potensi sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa 

konstruksi pada CV. OPR tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.  

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder 

berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan bukti potong Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 Ayat 2 dari CV. OPR. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi 

pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian 

perhitungan pajak perusahaan dengan peraturan yang berlaku.  

 Penelitian ini mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 

Ayat 2 pada CV. OPR, sebuah perusahaan jasa konstruksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa deviasi ini muncul dikarenakan terdapat kurang bayar baru, 

pada nominal kurang bayar baru tersebut jatuh temponya melebihi jatuh tempo 

periode pajak yang artinya melewati periode yang seharusnya digunakan, maka di 

kenakan denda pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran. Atas 

keterlambatan pembayaran ini perusahaan bisa memberlakukan penurunan 

permohonan sanksi. Penulis menyarankan agar CV. OPR lebih teliti dalam 

memproses deviasi kurang bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

memperhatikan masa registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU). Penulis juga 

merekomendasikan agar perusahaan segera melakukan pembetulan dan penyetoran 

ulang untuk menghindari denda yang lebih besar akibat keterlambatan.  

 

Kata Kunci:  Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi, Deviasi  
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINAL INCOME TAX ARTICLE 4 

AYAT 2 ON CONSTRUCTION SERVICES ON CV OPR) 

 

Anis Wahyu Cahyaningtias 

2115613096 

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali) 

 

ABSTRACT 

 

 CV. OPR is a small company in the construction services sector that 

experienced delays in re-registering its Business Entity Certificate (SBU) until 

December 2023. As a result, the company is subject to a 4% tax rate because it is 

considered without qualifications, but the company uses the old rate of 1.75%. This 

caused a tax deviation underpayment of Rp 39,375,828.00 which led to potential 

sanctions. This study aims to determine the application of Final Income Tax article 

4 paragraph (2) on construction services business at CV. OPR in 2023 whether it 

is in accordance with Government Regulation Number 9 of 2022.  

 This study uses a quantitative method with secondary data in the form of a 

Business Entity Certificate (SBU) and proof of withholding Final Income Tax 

Article 4 Paragraph 2 from CV. OPR. The data is collected through documentation 

and literature study, then analyzed descriptively to evaluate the suitability of the 

company's tax calculation with applicable regulations.  

 This research examines the application of Final Income Tax (PPh) Article 

4 Paragraph 2 at CV. OPR, a construction services company. The results showed 

that this deviation arose because there was a new underpayment, in the new 

underpayment nominal the maturity exceeded the due date of the tax period which 

means that it exceeded the period that should have been used, so an interest 

payment penalty was imposed for late payment. For this late payment, the company 

can impose a decrease in sanction requests. The author suggests that CV. OPR be 

more thorough in processing underpayment deviations in accordance with 

applicable regulations and pay attention to the re-registration period of the 

Business Entity Certificate (SBU). The author also recommends that the company 

immediately make corrections and re-deposits to avoid greater fines due to delays.  

 

Keywords: Final Income Tax Article 4 paragraph 2, Construction Services, 

                 Deviation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berlaku di 

berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan-ketentuan dalam 

mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, 

penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran 

negara dalam APBN setiap tahun. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat (Ningsih et al., 2024). 

Terdapat berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah 

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang 

berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Pajak penghasilan memiliki 

beberapa jenis yaitu diantaranya: Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak 

Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, 

Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 

Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 (Mardiasmo, 2019).  

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan 

atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan 

dengan pajak penghasilan terutang. Istilah "final" di sini berarti bahwa 
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pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan 

pertimbangan kemudahan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan 

pertimbangan lainnya. Salah satu Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, 

contohnya: bunga deposito, hadiah undian, sewa atas tanah atau bangunan, dan 

penghasilan atas usaha jasa konstruksi (Mardiasmo, 2019).  

Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa sehubungan dengan 

kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu 

kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi itu untuk membentuk suatu bangunan 

atau bentuk fisik lain, yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan 

keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Sedangkan usaha jasa 

konstruksi artinya penyedia usaha yang menjalankan jasa-jasa atas konstruksi. 

Karena dinilai sebagai salah satu pilihan usaha yang menjanjikan, banyak 

perusahaan yang memilih bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.  

Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berikut di bawah ini 

merupakan tarif atas pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2: 
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Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2  

atas Usaha Jasa Konstruksi 

No Keterangan 

PP 55 Tahun 2008 PP 9 Tahun 2022 

Jenis Jasa Konstruksi Tarif 
Jenis Jasa 

Konstruksi Tarif 

1 
Memiliki 

SBU/SKK 

1. Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi oleh 

Pengusaha 

Berkualifikasi Kecil 

2% 

1. Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi oleh 

Pengusaha 

Berkualifikasi Kecil 

untuk usaha orang 

perseorangan 

1,75% 

    

2. Jasa Pelaksana 

Konstruksi oleh 

Pengusaha 

Berkualifikasi 

Menengah atau Besar 

3% 

2. Jasa Pelaksana 

Konstruksi oleh 

Pengusaha 

Berkualifikasi 

Menengah atau Besar 

2,65% 

    

3. Jasa Perencanaan 

atau Pengawasan 

(berlaku baik 

Pengusaha 

berkualifikasi kecil, 

menengah atau besar) 

4% 

3. Jasa Perencanaan 

atau Pengawasan 

(berlaku baik 

Pengusaha 

berkualifikasi kecil, 

menengah atau besar) 

3,50% 

2 

Tidak 

Memiliki 

SBU/SKK 

4. Jasa Pelaksana 

Konstruksi yang tidak 

memiliki kualifikasi 

usaha/SBU/SKK 

4% 

4. Jasa Pelaksana 

Konstruksi yang tidak 

memiliki kualifikasi 

usaha/SBU/SKK 

4% 

    

5. Jasa Perencanaan 

atau Pengawasan yang 

tidak memiliki 

kualifikasi usaha 

6% 

5. Jasa Perencanaan 

atau Pengawasan 

yang tidak memiliki 

kualifikasi usaha 

6% 

3 

Tambahan 

Tarif Baru 

Jenis Jasa 

Konstruksi 

Tidak ada 
Tidak 

ada 

6. Jasa Pelaksana 

Konstruksi 

Terintegrasi yang 

memiliki SBU 

2,65% 

    Tidak ada 
Tidak 

ada 

7. Jasa Pelaksana 

Konstruksi 

Terintegrasi yang 

tidak memiliki 

SBU/SKK untuk 

usaha orang 

perseorangan 

4% 

Sumber: Peraturan PP 51 Tahun 2008 dan PP 9 Tahun 2022 

Pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha 

jasa konstruksi mengalami perubahan Tarif 1,75% untuk pekerjaan konstruksi 

untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha berkualifikasi kecil 
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dan 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat 

badan usaha. Tarif 2,65% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi berskala 

menengah atau besar. Tarif 2,65% atas penyedia jasa pekerjaan konstruksi 

integrasi, penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 4%, penyedia 

jasa pekerjaan konstruksi integrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. 

Tarif 3,5% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki sertifikat 

badan usaha dan tarif 6% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang tidak 

memiliki sertifikat badan usaha (PPRI, 2022). 

Perusahaan konstruksi CV. OPR menggunakan peraturan PP No. 9 Tahun 

2022, peraturan ini untuk dijadikan acuan dalam peraturan perpajakan, dalam 

PP No. 9 tahun 2022 ini dimuat bahwa terdapat beberapa tarif yang pertama 

tarif untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang memiliki skala kecil 

sebesar 1,75%, untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang memiliki 

skala menengah dan besar dengan tarif sebesar 2,65%, dan untuk perusahaan 

jasa perencanaan konstruksi berlaku baik berkualifikasi usaha kecil, menengah, 

dan besar dengan tarif sebesar 3,50%. Untuk perusahaan yang tidak memiliki 

klasifikasi usaha dikenakann tarif sebesar 4%. 

CV. OPR adalah perusahaan konstruksi yang berskala kecil yang memiliki 

Sertifikat Badan Usaha, SBU ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan 

tersebut valid dan diperlukan untuk mengikuti lelang proyek konstruksi dan 

menjalankan usaha secara legal. Jika SBU tidak diperbarui, perusahaan bisa 

kehilangan hak untuk terlibat dalam proyek-proyek tertentu atau dikenakan 

sanksi. 
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Pada kasus ini dimana Sertifikat Badan Usaha CV. OPR telah habis atau 

berlaku hanya sampai dengan 31 Januari 2022, sementara pada tahun 2023 CV. 

OPR belum melakukan registrasi ulang sehingga berdampak pada perbedaan 

jenis tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi. CV. OPR tidak 

menyadari dalam menanggapi kasus tersebut, dimana CV. OPR masih 

menggunakan tarif untuk perusahaan pelaksana konstruksi berskala kecil 

dengan tarif sebesar 1,75%, diyakini bahwa CV. OPR belum memberlakukan 

registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha di periode ke-3 yaitu 31 Januari 2023, 

dan perusahaan CV. OPR baru memberlakukan registrasi ulang pada bulan 

Desember 2023. Hal ini mengakibatkan masa berlaku sertifikat usaha jasa 

konstruksi, CV. OPR telah melewati batas registrasi ulang, sehingga CV. OPR 

dianggap sebagai jasa konstruksi tanpa kualifikasi atau tidak memiliki SBU, 

yang mengakibatkan pendapatan atas jasa konstruksinya tidak memiliki 

kualifikasi atau kategori. Maka dari itu perusahaan seharusnya dikenakan tarif 

pajak sebesar 4%. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan pengenaan tarif 

pajak atas jasa konstruksi. Sehingga perusahaan tersebut mengalami deviasi 

kurang bayar sebesar Rp 39.375.828,00 yang mengakibatkan perusahaan 

mengalami potensi untuk dikenakan sanksi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, sehingga 

dianggap perlu untuk di lakukan Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. OPR untuk tahun 2023 

agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah ditemukan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR atas 

pekerjaan konstruksi pada tahun 2023? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup rentang waktu untuk tahun 

2023, dengan mempertimbangkan aturan-aturan terbaru yang berlaku selama 

periode tersebut, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Batasan 

lainnya adalah pengaruh kualifikasi usaha terhadap tarif pajak yang dikenakan. 

Penelitian ini khusus membahas implikasi dari tidak diperpanjangnya Sertifikat 

Badan Usaha (SBU) pada CV. OPR, yang menyebabkan perusahaan dianggap 

tidak memiliki kualifikasi atau kategori dalam pengenaan pajak. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tentang 

penerapan dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas 

usaha jasa konstruksi pada CV. OPR tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku, serta solusi bagi perusahaan dalam 

menyelesaikan permasalahan kurang bayar dan terdapat potensi denda dimana 

dendanya bisa diajukan untuk penghapusan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dengan baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang 

dapat diidentifikasi: 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan terkhusus Pajak 

Penghasilan Final 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang 

diperoleh selama perkuliahan. 

2. Dapat membandingkan antara kondisi di dunia industri dengan 

teori yang di dapatkan selama proses pembelajaran Perpajakan. 

3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program 

pendidikan D3 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. 

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali 

1. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum 

yang relevan dengan kebutuhan industri. 

2. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan kegiatan penelitian, 

agar dapat meningkatkan kontribusi Politeknik Negeri Bali 

terhadap pengembangan masyarakat dan industri. 

1.5.3 Bagi Perusahaan  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pihak 

perusahaan agar dijadikan dasar dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat 

dicapai secara optimal. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan menjadi masukan bagi perusahaan 
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dalam hal penerapan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) atas usaha 

jasa konstruksi pada CV. OPR.
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di teliti terhadap Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi CV. OPR, maka di 

dapatkan kesimpulan bahwa penerapan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas usaha 

konstruksi, dalam hal perhitungan masih belum sesuai dengan ketentuan PP 

No. 9 Tahun 2022 CV. OPR seharusnya menggunakan tarif sebesar 4% karena 

dianggap tidak memiliki kualifikasi dan mengakibatkan terjadinya deviasi 

kurang bayar sejumlah Rp 39.375.828,00. Dalam kasus ini maka perusahaan 

CV. OPR terpotensi untuk di kenakan sanksi. Deviasi ini muncul dikarenakan 

terdapat kurang bayar baru, yang mengakibatkan adanya denda yang harus di 

bayar. 

 Dalam penerapan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksinya 

dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang di laksanakan oleh 

pihak yang berwenang menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 164 Tahun 2023, karena PPh Final pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi 

dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pengguna jasa pada saat melakukan 

pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.  

5.2 Kelemahan Penelitian 

Setelah perusahaan melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan tarif 

pada saat transaksi, dan karena adanya kurang bayar baru tersebut pada saat 
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penyetoran di kenakan di tahun berikutnya yang mengakibatkan keterlambatan 

saat melakukan penyetoran. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, maka saran yang 

dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut, 

CV. OPR diharapkan untuk memproses deviasi atas kurang bayar potongan 

PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada periode tersebut, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, serta agar selalu memperhatikan masa registrasi ulang 

Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga dalam hal perhitungan Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dapat terlaksana 

berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.  

Saran untuk penelitian lanjutan agar denda yang akan di bayarkan pada 

periode tersebut bisa di pertimbangkan masa pembayarannya sehingga tidak 

melewati batas waktu pembayaran yang telah di tentukan.
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